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ABSTRAK

RYAN GUSTI RAMANDIKA. NPM. 18.81.0433. 2022. PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI PERKAWINAN KEDUA
KETIGA DAN KEEMPAT DI INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan. Pembimbing | Dr. Abdul Hamid, S.H.,M.H, Pembimbing Il Dr.Indah Dewi
Megasari,S.H.1., M.H.I.,

Kata kunci : perkawinan siri, perlindungan hukum anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap
sebagai harta kekayaan yang sangat berharga. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi
karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak yang
dihasikan dari nikah sirri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya
dikhawatirkan terabaikan apabila orang tua tidak mempunyai bukti legalitas perkawinan.
sementara anak yang dihasilkan dari nikah sirri juga memiliki hak yang sama sebagaimana anak-
anak lainnya.

Pokok permasalahan adalah skirpsi ini adalah bagaimana proses perlindungan hukum
terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri perkawinan kedua ketiga dan keempat dilndonesia.
Metode penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
yaitu menggambarkan sebuah obyek secara sistematis.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan
menurut pandangan hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah selama rukun
dan syarat nikah orang tuanya terpenuhi dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut undang-undang positif yaitu anak dari
hasil nikah siri atau perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan
ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-V111/2010, anak
dari hasil nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan
ibu dan keluaarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya
jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Sedangkan upaya hukum untuk memperoleh pengakuan dari negara terhadap anak yang lahir dari
perkawinan siri perkawinan kedua, ketiga, dan keempat di Indonesia yaitu dengan cara melalui
Itsbat Nikah, melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak, melalui Permohonan/Gugatan
Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah.
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